WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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23.

24.
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Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menetapkan :

dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1
1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
. Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas; dan
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Catatan atas Laporan Keuangan.
2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dengan rincian sebagai
berikut :

a. Pendapatan Daerah.......... Rp 993.879.239.176,41
b. Belanja Daerah ................ Rp 898.555.784.164,52 (-)
SUTIPIUS. ¢ etitit vt Rp 95.323.455.011,89
c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan ................ Rp 204.052.324.535,00
2. Pengeluaran ............... Rp 30.000.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto .........ccoceeviiiiiiiiinnininan., Rp 174.052.324.535,00 (+)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp 269.375.779.546,89

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp54.527.357.427,41

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan .. Rp 939.351.881.749,00
b. Realisasi.......ccocoviviiiiiiiiiiiiiii, Rp 993.879.239.176,41
Selisih lebih ... Rp 54.527.357.427,41

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp214.759.463.369,48)

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan.......... Rp 1.113.315.247.534,00

D, ReAliSASI ittt e Rp 898.555.784.164,52
Selisih (kurang) .......cccocoveieiiiiiiiini.. Rp (214.759.463.369,48)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah

Rp269.286.820.796,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan .......... Rp (173.963.365.785,00)

D, RealiSasl ..oivviiiiiiiiiiiiii e . Rp 95.323.455.011,89
Selisih lebih ... Rp 269.286.820.796,89
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4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp88.958.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan.............cocoviviiiiiininn.n. Rp 203.963.365.785,00
D, REAlISASI. ettt Rp 204.052.324.535,00
Selisih lebih..................... Rp 88.958.750,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 30.000.000.000,00
D, ReEAIISAST ittt Rp 30.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp88.958.750,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 173.963.365.785,00
D, REAlISAST ettt Rp 174.052.324.535,00
Selisih lebih..................... Rp 88.958.750,00

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset .....c.coooviiiiiiiii Rp 1.865.800.687.948,79

b. Jumlah kewajiban ...........cccoioiiiii Rp 12.575.349.984,14

c. Jumlah ekuitas ........coooiiiiiiiiiiii Rp 1.853.225.337.964,65
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021 ....... Rp 204.024.026.899,21
b. Arus kas dari aktivitas operasi ..........ccoceeennini. Rp 164.671.012.348,04
c. Arus kas dari aktivitas investasi .........ccccceeereeeennn. Rp (99.347.557.336,15)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan .................. Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris ................... Rp 0,00
f. Saldo Kas per 31 Desember 2021:
1. KasdiKas Daerah ........ccocvviviiiiiiiiininnnnnn.. Rp 224.000.499.520,74
2. Kas di Bendahara Pengeluaran ..................... Rp 0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan ...................... Rp 1.315.000,00
4. Kas di Bendahara FKTP ...........cccoviiiiiiinnnn.n. Rp 0,00
S. KasdiBLUD ....coooiiiiiiiiiiiii e, Rp 43.799.834.362,58
6. Kas Lainnya (BOS SD SMP)......cccoviviiiiininenen. Rp 1.058.072.041,82
7. Setara Kas ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiia Rp 0,00 (+)
Jumlah Rp 268.859.720.925,14



Pasal 6
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal ...........c.cocoiiiene. Rp 203.963.365.785,21
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan..........c.oooooiiiiiiiiii . Rp (204.052.324.535,00)

Jumlah........coooii Rp (88.958.749,79)

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan ....................... Rp 269.375.779.546,89

Jumlah........cocoii Rp 269.286.820.797,10

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 88.958.749,79

Saldo Anggaran Lebih Akhir ............c....c.eaie. Rp 269.375.779.546,89

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Surplus Operasi :

Pendapatan LO......cccociviiiiiiiiiiiiiiiieee e Rp 1.008.938.486.994,62
Beban e Rp  909.009.915.000,42
Surplus dari operasi......cocveveveiiiiiiiiiiiiiiiiieanns Rp 99.928.571.994,20

c. Surplus dari kegiatan non operasional :

-Surplus dari Dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya ..........coeeeeveieninnenenenn.. Rp 8.069.256.091,69
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar ............ Rp 0,00
c. Pos Luar Biasa
-Beban Luar Biasa  ..ocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn Rp (28.826.256.404,00)
d. Surplus LO e Rp 79.171.571.681,89
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal ......ccocoiiiiiiiiiiiii Rp 1.778.708.154.033,73

b. Surplus/ (defisit) LO....cocieiiiiiiiiiiiiiiiiias Rp 79.171.571.681,89
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/

kesalahan mendasar..........c.cociviiiiiiiinin., Rp (4.654.387.750,97)

d. Ekuitas AKhir ........coooiiiiiiiiiiiiiien Rp 1.853.225.337.964,65
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini, terdiri dari :

a.
b.
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Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII

. Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Laporan Realisasi Anggaran;
Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Organisasi
APBD yang Diklasifikasikan
Kelompok dan

Ringkasan menurut

Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatam, Sub Kegiatan, Kelompok,
dan Jenis Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar

Pengurangan Aset Tetap;

Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai
Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha MilikDaerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah.



Pasal 11
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari

laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam

Peraturan Wali Kota.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Agustus 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 85-3 /2022

Salinan sé¢

dengan aslinya
KEPAL 5

AGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS, ERWANTO, SH, MH
NIP. 197806‘?8 200903 1 004




